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Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992, Sisa Hasil Usaha merupakan 
pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan 
biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang 
bersangkutan. Keraguan-raguan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah 
Muslim khususnya masyarakat menengah kebawah, sebagai calon pengguna 
koperasi terbanyak yang tidak mau terjebak kedalam praktik riba terhadap 
munculnya produk-produk koperasi. Apakah ini termasuk dalam riba atau bukan, 
karena Sisa Hasil Usaha tersebut berasal dari keuntungan penjualan produk dan 
jasa dari utang piutang. Tetapi disisi lain koperasi milik bersama dan dinikmati 
bersama bahkan setiap anggotanya merasa tidak dirugikan sama sekali dalam hal 
ini.         
 Masalah dalam penelitin ini adalah: Bagaimana praktik pembagian Sisa 
Hasil Usaha yang diterapkan di koperasi Mina Bahari, Kecamatan teluk Pandan, 
Kabupaten Pesawaran ? dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik 
pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi tersebut.     
 Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian Sisa 
Hasil Usaha pada koperasi Mina Bahari Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten 
Pesawaran dan untuk mengetahui tujuan hukum Islam terkait dengan pembagian 
Sisa Hasil Usaha pada koperasi tersebut.       
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 
dilakukan di koperasi Mina Bahari Kecamatan teluk Pandan, Kabupaten 
Pesawaran. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang akan 
menjelaskan mengenai praktik pembagian Sisa Hasil Usaha di koperasi Mina 
Bahari. Adapun pengumpulan data di lakukan melalui wawancara dan 
dokumentasi.          
 Hasil dari penelitian ini adalah Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada 
koperasi Mina Bahari bedasarkan praktik bagi hasil telah sesuai dengan akad 
syirkah al-inan, dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, 
kerugian dan persentase dari transaksi masing-masing anggota pada penjualan 
produk koperasi tidak sama. Akan tetapi, pada penjualan produk usaha lain yaitu 
produk simpin (Simpan pinjam) pada koperasi Mina Bahari masih menggunakan 
jasa 1% pada setiap pembayarannya, mengenai hal ini adanya perbedaan pendapat 
para ulama ada yang mengatakan bunga dan ada yang mengatakan bukan bunga.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada anggota-anngota koperasi yang 
menggunakan jasa pinjam, anggota tidak merasa diberatkan bahkan anggota 
merasa tertolong. Dalam hal ini penulis memilih jasa pinjam 1% bukan termasuk 
bunga dikarenakan jasa tersebut sudah disepakati semua anggota Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk 





   
   
 MOTTO 
 َْيِنِمْؤ ُّم ْمُتْنُك ْنِا اوٰبِّرلا َنِم َيَِقب اَم اْوُرَذَو َللها اْوُقَّ تااْو ُنَمٰا َنْيِذَّلا      َۤأي َاهُّي  
Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu beriman.” 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa 
Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari”. (Studi Pada Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk 
Pandan, Kabupaten Pesawaran). Untuk menghindari penafsiran yang 
berbeda terhadap judul ini, maka penulis memandang perlu menyajikan 
penjelasan judul mengenai kata-kata yang membentuk judul tersebut 
sebagai berikut : 
1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah   
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam untuk ditaati dan diikuti demi menjaga kepentingan 
manusia.
2
 Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau 
Syariat Islam, yaitu “suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam 
menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.3 
3. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang 
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 42. 
3
 Hasbie Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998), h. 44. 




4. Koperasi Mina Bahari adalah suatu organisasi ekonomi rakyat berwatak 
sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang 
merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama yang 
berlandaskan kegiatan dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 




5. Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah koperasi yang 
berdiridibawah naungang Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 




Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul  ini untuk 
menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari 
gambaran secara umum tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian 
Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari. (Studi ini di lakukan 
Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, 




                                                             
4
Pasal 45 ayat (2) UU no 25 tahun 1992 Tentang SHU. 
5
Refrisond Baswir, Koperasi Indonesia (Yogyakarta : BPFE, 2000), h. 1  
6
Profil Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Kecamatan Teluk Pandan, 
Kabupaten Pesawaran.  
 B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif  
a. Mengingat Koperasi adalah lembaga keuangan yang sangat diminati 
oleh masyarakat namun, di koperasi terdapat Sisa Hasil Usaha yang 
dianggap sebagian orang adalah riba. Padahal dalam koperasi Sisa 
Hasil Usaha merupakan bagi hasil yang berasal dari anggota dan 
untuk anggotanya sendiri, dari itu perlu diketahui tentang masalah 
tersebut dalam Hukum Ekonomi Syariah. 
b. Alasan Subjektif 
Judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil serta 
dipelajari dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Di 
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Ekonomi dalam Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan 
salah satu faktor penting yang membawa pada kesejahteraan umat. Pendapat 
dari Ismail al-Furuki yang dikutip oleh Ahmad Dimyati menyatakan bahwa 
kegiatan-kegiatan ekonomi umat dan kemakmuran adalah cita-cita yang 
ingin dicapai oleh umat Islam. 
7
 
Koperasi merupakan oraganisasi yang terbuka, terutama bagi para 
anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditunukan pada 
pengutan dan basis bisnis, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama 
pengurus, pengelola dan anggotanya memiliki jiwa kewirausahaan dan 
                                                             
7
Ahmad Dimyati,  Islam dan Koperasi (Jakarta: KOPINFO, 1998), h. 48. 
 profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, 
kompetitif dan mandiri.  
Koperasi saat ini menjadi wadah organisasi yang sangat diminati 
masyarakat karena dengan adanya koperasi sangat membantu masyarakat 
dalam upaya memperoleh permodalan untuk usaha.Masyarakat menyadari 
akan adanya pihak yang menawarkan untuk usaha yang lebih besar seperti 
bank misalnya, namun masyarakat berfikir bahwa bank memiliki bunga 
yang cukup besar sehingga lebih memilih koperasi. 
Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian Bab ayat 1 tahun 1992 yang menyatakan : Koperasi adalah 
usaha yang beranggotakan orang-orang atas badan hukum koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya bedasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang bedasarkan atas asas kekeluargaan dengan 
tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 
pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam 
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8
 
Koperasi pada setiap setahun sekali membagikan Sisa Hasil Usaha. 
Sebagai salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan 
SHU yang baik setiap tahunnya. Sisa Hasil Usaha ini diatur dalam BAB IX 
Pasal 45 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :  
                                                             
8
 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor .25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.  
 1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang 
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, 
dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang 
bersangkutan.  
2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada 
anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-
masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan 
perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan 
Rapat Anggota. 
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.9 
Salah satu koperasi yang ingin penulis teliti adalah Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia Mina Bahari yang terletak dijalan Yos Sudarso, Desa 
Hanura, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Awal mula 
adanya koperasi tersebut yaitu sejak didirikannya Balai Besar Perikanan 
Budidaya Laut Provinsi Lampung dan dirasa perlu mendirikian suatu badan 
usaha bersama yang dimana koperasi tersebut hanya diperuntukan kepada 
pegawai yang bekerja di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut saja. Tujuan 
dari koperasi Mina Bahari tersebut adalah untuk menciptakan kebersamaan 
dan mencapai kesejahteraan bersama.  
Pembagian Sisa Hasil Usaha ini dilakukan setiap tahunnya secara 
rutin. Sisa Hasil Usaha ini diperoleh oleh masing-masing anggota 
berdasarkan banyaknya transaksi pada setiap unit usaha yang dimiliki 
                                                             
9
Ibid.   
 koperasi Mina Bahari. Usaha yang dijalankan koperasi tersebut terdiri dari 
usaha waserda, usaha simpan pinjam, usaha perlengkapan perikanan, dan 
usaha lainnya. 
Dalam Islam percampuran harta antara satu pihak dengan pihak 
lainnya itu sama dengan istilah syirkah, dimana adanya penyertaan modal, 
baik berupa uang atau barang, adanya kesepakatan kerja antara kedua belah 
pihak dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian dibagi 
sesuai dengan modal yang diberikan kedalam usaha tersebut.   
Masalah yang dihadapi adalaah keraguan-raguan masyarakat 
Indonesia yang mayoritas adalah Muslim khususnya masyarakat menengah 
kebawah, sebagai calon pengguna koperasi terbanyak yang tidak mau 
terjebak kedalam praktik riba terhadap munculnya produk-produk koperasi, 
yaitu salah satunya adalah unit usaha simpan pinjam. Apakah ini termasuk 
dalam riba atau bukan, karena Sisa Hasil Usaha tersebut berasal dari utang 
piutang yang ditarik keuntungannya. Tetapi  disisi lain koperasi milik 
bersama dan dinikmati bersama bahkan setiap anggotanya merasa tidak 
dirugikan sama sekali dalam hal ini. Sebagaimana dalam firman Allah pada 
surah Al-Maidah ayat 2 :  
... ... ِناَوْدُعْلاَو ِْثْ ِْلْا ىَلَع اْو ُنَواَع َتَلََو ىٰوْق َّ تلاَو ِّبِْلا ىَلَع اْو ُنَواَع َتَو    
 Artinya :“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan 




Dasar hukum tentang larangan riba ini adalah bedasarkan Al-Quran, 
hadis, dan ijma‟. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-
Qu‟ran surah Al-Imran ayat 130, sebagai berikut:  
 ٰۤي َا ٰا َنْيِذَّلا َاهُّي ٰۤبِّرلا اْوُلُكَْأَتلَ اْو ُنَم ٰض ُّم ًافاَعْضَا او ًةَفَع َّلَعَل َللهااْوُقَّ تاَو ْمُك
 َنْوُحِلْف ُت    
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung”.11 
Bahkan segala bentuk riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya 
sangat dicela dalam islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 
       َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َنَعَل َلَاق ٍرباَج ْنَعاآ ِك ُوَلِْكؤُمَو َابِّرلا َل
 ٌءاَوَس ْمُى َلَاقَو ِوْيَدِىاَشَو ٌوَِبتاََكو12   
 
Artinya:“Dari Jabir dia berkata “Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 
melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya 
dan saksi-saksinya.” Dia berkata,“ Mereka semua itu adalah sama.”(HR. 
Muslim).  
 
                                                             
10
Andi Subarkah, et. al.  Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Syamil Quran, 2012), h. 
106. 
11
Andi Subarkah, et. al.  Al-Quran dan Terjemah..., h. 66.  
12
Razak A, Latief Rais, Terjemah Hadist Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka Al-Husna,  
1988), h . 266. 
 Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
tentang hukum Sisa Hasil Usaha tersebut yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil  Usaha (SHU) Pada koperasi Mina 
Bahari”. (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, 
Desa Hanura,  Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran).  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan 
fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi 
permasalahan pokok yaitu : 
1. Bagaimanakah sistem pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, 
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ? 
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian Sisa Hasil 
Usaha yang diterapkan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina 
Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan 
dan kegunaan dalam penulisan proposal ini di antaranya : 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui praktik pembagian Sisa Hasil Usaha yang 
diterapkan di Koperasi Mina Bahari, Desa Hnura, Kecamatan Teluk 
Pandan, Kabupaten Pesawaran.  
 b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terkait dengan pembagian 
Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan,  
Kabupaten Pesawaran 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah: 
a. Kegunaan secara teoritis 
Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan 
konstribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama 
mengenai permasalahan terkait praktik pembagian Sisa Hasil Usaha 
pada Koperasi Mina Bahari, sehingga menjadikan kontribusi yang 
positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa 
Syari‟ah. 
b. Kegunaan secara praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 
masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik pembagian Sisa 
Hasil Usaha pada Koperasi Mina Bahari, dan agar dapat lebih berhati-
hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan 
tidak melanggar dari norma-norma syari‟ah. Penelitian ini juga 
dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna 
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
 
 F. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris 
dan sistematik. Kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam 
penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Yang digunakan adalah metode kualitatif dimana yang 
penelitiannya di lakukan pada latar alamiyah atau pada konteks dari 
suatu keutuhan, Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan 
adalah metode survei yaitu mendapatkan data dari tempat tertentu, 
penelitian ini melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 
misalnya dengan mendengarkan wawancara terstruktur dan 
sebagiannya.
13
 Dalam hal ini penulis melakukan di Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia Mina Bahari, Kecamatan Teluk Pandan 
Kabupaten Pesawaran.   
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptip analitif kualitatif yaitu suatu 
metode pendekatan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 
objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu pristiwa 
pada masa sekarang 
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 Maksud dari analitis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan 
data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan uraian dasar 
yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi 
data.
14
 Dalam penelitian data diambil dan disusun dari apa yang telah 
diperoleh di Koperasi .  
2. Data dan Sumber Data 
Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah 
pada persoalan tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian sisa 
hasil usaha pada koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Data premier diperoleh langsung oleh peneliti, dengan 
wawancara langsung. Data ini merupakan data asli, yang baru pertama 
kali diperoleh. Data ini sangat bermanfaat bagi penelitian yang sedang 




b. Data Sekunder  
Data Sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer 
diperoleh daridokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil 
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 3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut:  
a. Wawancara 
Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab 
yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah 
dan tujuan penelitian.  
b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hak-hal berupa buku, 
catatan, majalah, transkip dan lain sebagainya.
17
 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah totalitas dari semua objek ataau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Populasi dalam 
penelitian ini adalah anggota koperasi Mina Bahari Desa Hanura, 
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 123 
anggota. 
b. Sempel adalah bagian dari populasi yang diambil dari cara-cara 
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 5. Metode Pengolahan Data  
Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa 
cara diantaranya: 
a. Tahapan Pemeriksaan Data (Editing) 
Tahapan Pemeriksaan Data (Editing), yaitu teknik mengolah 
data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data 
yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah 
sesuai / relevan dengan masalah penelitian. 
b. Tahapan Sistematika Data 
Tahapan Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.  
6. Metode Analisa Data 
Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. 
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun menggunakan sistem 
data yang Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Kabupaten 
Pesawaran diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 
menjabarkan, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami 
oleh diri sendiri maupun orang lain.  
Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, penulis 
menganalisis data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Analisa 
data menggunakan cara berfikir deduktif, yakni menganalisa data dari 
 norma-norma atau dasar-dasar hukum islam untuk menilai pembagian 
Sisa Hasil Usaha yang diterapkan pada Koperasi dan disimpulkan dalam 
suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah penerapan yang dilakukan 
tersebut sesuai dengan hukum Islam yang ada. 
G. Fokus Penelitian  
Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai 
pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari 
informasi serta sebagi pedoman dalammengadakan pembahasan atau 
penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil 
yang dinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian merupakan batas ruang 
dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak sia-
sia karena ketidakjelasan dalam pengembangaan pembahasan.
19
 
Dengan demikin fokus dari penelitian ini adalah membahas praktik 
pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi Mina Bahari Desa Hanura, 
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.  
H. Signifikasi Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau 
signifikasi akademis dan praktis sebagai berikut: 
1. Signifikasi Peneletian 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
ilmu penghetahuan dan ketajaman tinjauan yang terkait dengan masalah 
mengenai pembagian sisa hasil usaha (SHU).  
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 2. Signifikasi Praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia untuk lebih rinci 




















 BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Koperasi  
a. Pengertian koperasi  
Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation (co berarti 
bersama dan operation berarti usaha). Koperasi berarti usaha bersama, 
misalnya koperasi unit desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat 
di satu wilayah desa, dana koperasi karyawan artinya usaha bersama 
para karyawan. Ada pula yang menyatakan koperasi berasal dari 
bahasa latin cum (yang iartinya dengan) dan operatio (yang artinya 
bekerja). Dari dua kata tersebut, maka koperasi dapat diartikan bekerja 
dengan orang-orang lain. iKoperasi adalah suatu bentuk perusahaan 
yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan 




Menurut International Labour Organization PBB, koperasi 
adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan 
ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi yang diawasi 
secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan modal, 
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Menurut Arifin Chaniago koperasi adalah suatu perkumpulan 
yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan 
kebebasan pada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja 
sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 
kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
22
  
Mohammad Hatta, yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi 
Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk 
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi bedasarkan tolong-
menolong. Gerakan koperasi adalah lambang harapan bagi kaum 
ekonomi lemah bedasarkan tolong-menolong diantara anggota-
anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa percaya diri dalam 




Margono Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul 10 
tahun koperasi mengatakan bahwa koperasi ialah perkumpulan 
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 Koperasi menurut Mahmud Syaltut
25
, koperasi adalah suatu 
persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh 
Fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi 4 macam :  
a. Syirkah abdan, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih 
untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya antar mereka menurut 
perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, syirkah abdan 
menurut Abu Hanifah dan malik boleh, sedangkan Imam Asyafi‟i 
melarangnya. 
b. Syirkah muwafadhah, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara 
dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal 
uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing 
berhak bertindak atas nama syirkah.  Syirkah muwafadhah boleh 
menurut Abu Hanifah dan lainnya tidak. 
c. Syirkah wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk 
membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya bedasarkan saling 
mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang 
telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hanbali membolehkan 
syirkah wujuh ini, sedangkan Imam Syafi‟i melarang sebab syirkah 
hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.  
d. Syirkah „inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam 
penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar 
pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya 
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 masing-masing.  Syirkah „inan disepakati kebolehannya oleh para 
ulama.   
Bedasarkan uraian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa 
koperasi menurut Mahmud Syaltut adalah suatu kerja sama baru yang 
ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi 
keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan 
kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari 
sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, 
sekolah dan sebagainya.  
Menurut Majfuk Zuhdi yang dimaksud dengan koperasi adalah 
suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang 
atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk 




Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3 tentang 
Pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi 
ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau 
badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai 
usaha bersama bedasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam undang-
undang No. 25/1992 Pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian dijelaskan 
bahwa koperasi adalah badan yang beranggotakan orang atau badan 
hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya dengan bedasarkan 
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 prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang 
bedasarkan atas asas kekeluargaan.
27
  
Koperasi, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah sebagai badan hukum yang 
didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 
pemisahan kekayaan para aggotanya sebagai modal untuk 
menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 




Sumber modal pada koperasi berasal dari simpanan pokok 
anggota yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk 
menjadi anggota koperasi, yang besarnya untuk setiap masing-masing 
anggota adalah sama. Selanjutnya ada simpanan wajib yaitu sejumlah 
simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota pada waktu tertentu 
yang telah disepakati. Kemudian ada dana cadangan yaitu sejumlah 
uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha yang 
dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup 
kerugian koperasi jika diperlukan.
29
  
Sisa Hasil Usaha adalah selisih antara pendapatan yang 
diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan 
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 usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan 
masyarakat.  
Setiap anggota memberikan dorongan aktif dalam usaha 
koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari 
pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi 
akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa 
yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat 
pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi 
inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.
30
 
Menurut Pasal 34 Ayat 1 UU No. 12/67 dinyatakan “Sisa Hasil 
usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh didalam satu tahun 
buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-
biaya dari tahun buku yang bersangkutan”. Sesuai dengan salah satu 
sendi-sendi dasar koperasi, yang mengatakan bahwa “pembagian sisa 
hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota”. Maka 
pembagian Sisa Hasil Usaha dibedakan antara berasal dari usaha yang 
diselenggarakan untuk bukan anggota”.31 
Bedasarkan pengertian di atas, bahwa yang mendasari gagasan 
koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong royong dan 
demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Kerja sama dan 
gotong royong ini sekurrang-kurangnya dilihat dari dua segi, yaitu 
pertama, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggotanya. 
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 Mengenai keanggotaan koperasi berlaku azaz satu anggota dan satu 
cara. Karena itu, besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak 
menyebabkaan lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih 
kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri bukan satu-satunya 
ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Modal dalam koperasi 
diberi keuntungan terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan 
keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar 
dibagikan kepada anggota dalam pemanfaatan anggota koperasi.
32
 
b. Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia 
Koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896. 
Seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atjmaja mendirikan 
sebuah bank yang diberi nama Hulph-en Spaar Bank (Bank 
pertolongan dan simpanan). Bank itu didirikan untuk menolong para 
priyai/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu 
meminjamkan kepada para pegawai negeri dengan bunga yang rendah 
dari dana yang dikumpulkan para pegawai itu sendiri. Usaha R. Aria 
Wiria Atjmaja kemudian dibantu dan diteruskan oleh Asisten Residen 
Belanda De Wolf van Westerorde yang telah mempelajari sistem 
koperasi di Jerman pada masa cutinya. Akan tetapi usaha De Wolf van 
Westerorde tidak banyak berhasil karena salah satu penyebabnya 
adalah adanya halangan dari pemerintah Belanda.  
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 Pemerintah Belanda takut apabila organisasi koperasi diperalat 
untuk alat politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat Indonesia 
dalam berorganisasi lewat koperasi dpat menjadi awal kemampuan 
berorganisasi politik. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran 
pemerintah Belanda menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada 
tahun 1908 yang disusul oleh Sarekat Dagang Islam (kemudian 
menjadi Serikat Islam) membangkitkan semangat rakyat dan 
mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri 
Kecil dan Kerajinan) dan koperasi konsumsi yang merupakan alat 
memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.
33
 
Pada tanggal 12 Juli 1947, di selenggarakan kongres gerakan 
koperasi se-Jawa yang diadakan di Tasikmalaya. Dalam kongres 
tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat 
Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai 
hari koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi 
dikalangan pengurus, pegaawai dan masyarakat.  
Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan 
pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan 
koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961, 
diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I di Surabaya untuk 
melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan Ekonomi terpimpin. 
Sejak saat itu, langkah-langkah mempolitikkan koperasi mulai 
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 Anoraga Pandji, Dinamika Koperasi (Jakarta : PT Rineka Cipta 2007), h. 40. 
 tampak. Pada tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 
No. 14 1965, dimana prinsip Nasional Koperasi diterapkan pada 
koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan Musyawarah Nasional 
Koperasi II di Jakarta, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh 
kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksanaan UU. Pada tahun yang 
sama pula terjadi pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September 
Yang Digerakkan Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), yang 
berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi.  
Kemudian  pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang No. 12 tentang Pokok-Pokok perkoperasian yang mulai 
berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, 
semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban 
organisasi koperasi. Keharusan menyesuaikan diri dengan UU tersebut 
mengakibatkan penurunan jumlah koperasi, dari sebesar 64.000 unit 
tinggal menjadi 15.000 unit. Selebihnya tidak dapat menyesuaikan 
diri. Pada tahun 1992, uu No. 12 Tahun 1967 tersebut disempurnakan 
dan diganti menjadi UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 
Disamping UU No. 25 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan 
peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga 
sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa 




c. Jenis-Jenis Koperasi 
Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada 
kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing 
kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki 
kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Jenis-jenis koperasi dapat 
dilihat dari dua segi, pertama segi bidang usahanya dan yang kedua 
dari segi tujuannya. Dari segi usahanya koperasi dapat dibagi menjadi 
dua macam, yaitu :  
a) Koperasi yang berusaha tunggal, yaitu koperasi yang hanya 
menjalankan satu bidang usaha, sperti koperasi yang hanya 
berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang 
produksi.  
b) Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai 




Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :  
a) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan 
barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota 
koperasi; 
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 b) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian 
barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya;
36
 
c) Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang jasa 
yang dibutuhkan dan diusahakan oleh anggotanya.
37
  
Dari segi jenjang kewilayahan dan keanggotannya koperasi dapat 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu :  
a) Koperasi premier, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan  sekelompok orang; 
b) Koperasi skunder, yaitu koperasi yang anggotanya meliputi 
kumpulan dari koperasi-koperasi yang sejenis.
38
 
d. Azaz Koperasi 
Koperasi Indonesia berazazkan kekluargaan dan kegotoroyongan, 
azaz ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang juga 
menganut tata kehidupan yang berazazkan kekeluargaan dan 
kerjasama, saling bantu membantu. Azaz koperasi meliputi :  
a) Azaz kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran dan budi 
hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua 
untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta dari para anggota 
atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi 
kepentingan bersama; 
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 b) Azaz kegotong royongan, yang berarti bahwa pada koperasi 
terdapat keinsyafan dan semangat kerja sama, rasa bertanggung 





a. Pengertian Riba 
Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti 
al-ziyadah (tambahan) atau al-nama (tumbuh), yaitu tambahan yang 
diminta atas utang pokok. Ini sebagaimana firman Allah  SWT : 
 ٰبَْرا ٌة َُّما َنْوُكَت َْنا ٍة َُّما ْنِم                   
Artinya :“Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak 
jumlahnya dari golongan yang lain”. (Q.S. an-Nahl 16).  
Adapun riba secara terminologi adalah tambahan sesuatu yang 
dikhususkan. Maksudnya adalah tambahan pada modal pokok
40
. Allah 
SWT berfirman :  
 ْمُكِلٰوَْما ُسْوُءُر ْمُكَل َف ْمُتْب ُت 
Artinya :“ Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka 
bagimu pokok hartamu.” (Q.S. al-Baqarah 279). 
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 Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara 
umum ada yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan 
tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam 
secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. 
Mengenai hal ini, Allah mengingatkan dalam firman-Nya Q.S. An-
Nisa‟ ayat 29:  
 ٰۤي َا َاهُّي  ِلِطاَبْل ِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَل اَوَْما اْوُلُك ْأَت َلَ اْو ُنَمٰا َنْيِذَّلا... 
       
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)”. 
Dalam pengertian al-bathil dalam dalam ayat tersebut, bahwa 
pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun, yang 
dimaksud riba dalah ayat Al-Qur‟an yaitu setiap penambahan yang 
diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang 
dibenarkan syari‟ah. Yang dimaksud transaksi pengganti atau 
penyeimbang yaitu, transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi 
adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, 
gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa 
membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa tang dinikmati, 
termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena 
penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai 
ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya.
41
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 Dalam hal jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan 
barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, 
para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di 
samping menyertakan modal juga turut serta menanggung 
kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. 
Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi 
pinjaman mengambil tambahan  dalam bentuk bunga tanpa adanya 
suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesepakatan 
dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. 
Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, 




Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan 
sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang 
yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang 
tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa saja rugi.
43
   
Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang pitang 
bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam pengertian lain, riba berarti 
tumbuh dan membesar adapun menurut istilah, riba berarti 
pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
44
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 Secara istilah syar‟i, menurut A. Hasan, riba adalah suatu tambahan 
yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam.
45
  
Pengertian riba secara tekhnis menurut para Fuqaha adalah 
pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik 
dalam utang piutang maupun jual beli. Bathil dalam hal ini merupakan 
perbuatan ketidakadilan (zalilam) atau diam menerima ketidakadilan. 
Pengambilan tambahan secara bathil akan menimbulkan kezaliman 
diantara para pelaku ekonomi.
46
  
Pengertian riba dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan, 
tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah 
uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi dari si peminjam. 
Dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta 
dengan cara yang khusus.
47
  
Syabirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan uang 
yang dipinjamkan.
48
 Shaleh Ibnu Fauzan berpendapat bahwa riba 
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun  
pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip 
muamalah dalam Islam. Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam 
riba adalah penambahan, yaitu penambahan atas harta pokok tanpa 
adanya transaksi bisnis.  
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 Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan 
yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid 
Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan yang di isyaratkan terhadap 
uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang disyaratkan.
49
 
Riba hukumnya haram dalam semua agama Samawi. Kemudian 
Islam datang menguatkan hal itu. Allah SWT tidak mengizinkan 
memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan 
riba. Barang siapa yang menganggap bahwa riba itu halal, maka ia 




Hadirnya transaksi-transaksi yang serba canggih pada era 
modern ini, bahkan juga timbulnya konsep perbankan ala Barat yang 
berbasis bunga di negara-negara yang dikuasai Muslim, mengundang 
para cendikiawan-cendikiawan Muslim untuk beradu argumen 
mengenai bunga yang disajikan oleh bank-bank ala Barat. Menjadi 
titik tolaknya adalah apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum neo-
Revivalis berpedoman bahwa bunga adalah riba (diharamkan), 
karenanya mereka menuntut penghapusan bunga. Sedangkan kaum 
modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba. 
Mereka mengatakan hanya bunga yang dinilai tidak adil yang bisa 
dikatakan riba. Bahkan masalah riba-pun para ulama masih berbeda 
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 pendapat, ada yang mengatakan riba haram kalau bersifat ekploitasi 
(yang berlebihan). Sedangkan yang lain mengatakan, semua riba 
haram baik itu sedikit atau banyak.
51
   
Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang riba, namun 
secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba 
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun 
pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip 
Islam.
52
 Pada kenyataannya sebagian ulama menetapkan dengan tegas 
dan jelas tentang pelanggaran riba, disebabkan riba mengandung 
unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain.
53
 
b. Macam-macam Riba  
Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut 
atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan 
waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri 
dari tiga unsur, yaitu :        
a) Tambahan atas uang pokok; 
b) Tambahan yang sesuai dengan waktu; 
c) Pembayaran sejumlah tambahan yaang menjadi syarat dalam tawar 
menawar.
54
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 Secara garis besarnya, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang 
berhubungan dengan jual beli.
55
 Pada kelompok utang piutang, riba 
dibagi menjadi dua, yaitu :   
a) Riba Qard  
Riba Qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu 
yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya seseorang yang 
berhutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali 
seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah 
adalah riba qardh.
56
 Larangan riba ini bedasarkan firman allah 
dalam surah ar-Rum ayat 39 :  
 ۤا اَمَو ۤا اَمَو ِللها َدْنِع ْو ُبْر َي َلََف ِساّنلا ِلاَوَْما ْفِ َو ُبْر َيِّل ًابِّر ْن ِّم ْمُتْي َتا ْمُتْي َت
 ُۤلَأف ِللها َوْجَو َنْوُدِْيُري ٍةاََكز ْنِم ْوُفِعْضُمْلا ُمُى َكِئ َن  
Artinya :“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar 
dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka (yang 
berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 
(pahalanya)”.57 
 
b) Riba Jahiliyah  
Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya 
karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu 
yang telah ditentukan. Biasanya apabila peminjam tidak mampu 
membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka bunganya akan 
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 bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.
58
 Dasar 
larangan riba kategori ini antara lain firman Allah dalam surah Ali-
„Imran ayat 130 :  
 ٰۤي َا ٰا َنْيِذَّلا َاهُّي ٰۤبِّرلا اْوُلُكَْأَتلَ اْو ُنَم ٰض ُّم ًافاَعْضَا او ًةَفَع َّلَعَل َللهااْوُقَّ تاَو ْمُك 
 َنْوُحِلْف ُت                
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu beruntung”.59 
Pada kelompok jual beli, riba dibagi menjadi dua, yaitu :   
a) Riba fadhl  
Riba fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan 
ukuran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu 
termasuk dalam jenis ribawi. Perkataan fadhl berarti kelebihan 
yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama 
jenis atau bentuknya. Riba dalam kategori ini dilarang bedasarkan 
hadis nabi yaitu :  
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع للها َلْوُسَر ََّنا ِِّىرْدُْلْا ٍدْيِعَس ِبَا ْنَع  :َلَاق َِبت َلَ اْوُع ْ ي
 ِرَوْلا َلََو ِبَى َّذلِاب َبَى َّذلا ًلَْثِم ٍنْزَوِب ًانْزَو َّلَِا ِِقرَْواِاب َق ٍلِْث ِِ  ًءاَوَس
 ٍءاَوَسِب60   
Artinya :“Dari Abu Sa‟id al-Khudzri bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, “Jangan kalian jual beli emas dengan emas dan uang 
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 dengan uang kecuali dengan timbangan dan jenis yang sama.” 
(HR. Muslim).  
         
Riba yang timbul akibat pertukaran barang barang sejenis yang 
tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan sama waktu 
penyerahannya. Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu 
ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang 
yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan 
tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-
pihak lain. Contoh berikut ini akan memperjelas adanya gharar.
61
   
Ketika kaum Yahudi kalah perang Khaibar, harta mereka 
diambil sebagai rampasan perang, termasuk diantaranya adalah 
perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan 
tersebut bukan gaya kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena 
itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasan yang terbuat dari 
emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang 
terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak 
(dirham). Jadi, sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, 
tetapi pertukaran barang yang sejenis.
62
  
Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. 
Perhiasan perak dengan  berat yang setara dengan 40 dirham dijual 
oleh kaum Muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga 
dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat uqiyah jauh lebih 
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 tinggi dari sekadar 2-3 dirham. Jadi, muncul ketidakjelasan 
(gharar) akan nilai perhiasan perak dan niali uang perak (dirham). 
Dalam perbankan, riba fadhl dapat ditemui dalam transaksi jual beli 
valuta asing yang tidak dilakukan dengan tunai.
63
 
Ulama sepakat menetapkan riba fadhl pada tujuh barang, 
seperti yang terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, garam 
dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada 
pertukaran sejenis adalah diharamkan.
64
 
a) Riba Nasi‟ah  
Riba Nasi‟ah adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi 
bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, seorang yang menjual 
barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran kredit, jika 
sudah sampai jatuh tempo dan pembeli belum melunasi 
pembayaran, maka ia terkena penambahan harga sebagai 
kompensasi penguluran waktu. Demikian ini telah dipraktikkan 
pada zaman jahiliyah, yakni seseorang yang telah habis masa 
pembayaran hutangnya dan belum dapat membayarnya, maka ia 




Riba Nasi‟ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul 
akibat utang-pitang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul 
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 bersama risiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul 
bersama biaya (al-kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini 
mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya 
karena berjalannya waktu.  
Nasi‟ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan 
jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi‟ah  muncul karena adanya 
perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang 
diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, 
al Ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al-ghurmi (risiko), hasil 
usaha (al-kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhamam); al-
ghunmu dan al-kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. 
Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. 
Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk 
kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi didalam riba nasi‟ah, 
yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat tidak pasti 
menjadi pasti. Pertukaran kewajiban menanngung beban ini, dapat 
menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua 
pihak, dan pihak-pihak lain.
66
  
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi 
yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba 
Nasi‟ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau 
tambahan antara barang yang diserahkan hari ini  dengan barang 
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 yang diserahkan kemudian hari.
67
 Larangan riba Nasiah didasarkan 
pada hadist nabi yaitu : 
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع للها َلْوُسَر ََّنا ِِّىرْدُْلْا ٍدْيِعَس ِبَا ْنَع  :َلَاق َِبت َلَ اْوُع ْ ي
 ِبَى َّذلِاب َبَى َّذلا  ِرَوْلا َلََو ًلَْثِم ٍنْزَوِب ًانْزَو َّلَِا ِِقرَْواِاب َق ٍلِْث ِِ  َس ًءاَو
 ٍءاَوَسِب68   
Artinya :“Dari Abu Sa‟id al-Khudzri bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, “Jangan kalian jual beli emas dengan emas dan uang 
dengan uang kecuali dengan timbangan dan jenis yang sama.” 
(HR. Muslim).  
 
Dalam perbankan konvensional, riba Nasi‟ah dapat ditemui 
dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, 
tabungan giro, dan lain-lain. Bank sebagai kreditor yang 
memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang 
besarannya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi.  
Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan, sedangkan 
meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi, transaksi yang 
dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh 
diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. 
c. Dasar Hukum Riba 
a) Riba Dalam Al-Quran 
Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat 
dalam Al-Qur‟an dan As-Sunah. Al-Qur‟an menyatakan haram 
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 terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah 
mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak 
mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu.
69
 
Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur‟an 
telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara 
moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam prilaku 
sosial ekonomi masyarakat Mekah pada saat itu. Dalam Al-Qur‟an 
larangan Riba diturunkan melalui empat tahapan. 
Pertama, penekanannya pada kenyataan bahwa bunga tidak 
dapat meningkatkan kesejahteraan secara Nasional. Akan tetapi, 
bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
70
 
Allah berfirman dalam surah ar-Rum ayat 39 yaitu :  
 ۤا اَمَو ۤا اَمَو ِللها َدْنِع ْو ُبْر َي َلََف ِساّنلا ِلاَوَْما ْفِ َو ُبْر َيِّل ًابِّر ْن ِّم ْمُتْي َتا ْمُتْي َت
 ُۤلَأف ِللها َوْجَو َنْوُدِْيُري ٍةاََكز ْنِم ُفِعْضُمْلا ُمُى َكِئ َنْو
                       
Artinya :“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar 
dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 
kamu maksudkan untuk mencapakeridhaan Allah. Maka (yang 
berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 
(pahalanya).”71 
 Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah 
mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang 
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 Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman allah dalam surah 
an-Nisa‟ ayat 160-161 : 
 ْمِى ِّدَصِبَو ُْمَلَ ْتَّلُِحا ٍتٰبَِّيط ْمِهْيَلَع اَنْمَّرَح اْوُداَى َنْيِذَّلا َن ِّم ٍمُْلظَِبف 
 ْنَع ًار ْ يِثَك ِللها ِلْيِبَس ﴿۰۶۱﴾  
Artinya :“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan 
bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah 
dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) 
dari jalan Allah.”(160) 
 ِلِط اَبْل ِاب ِساَّنلا َلاَوَْما ْمِهِلَْكاَو ُوْنَع اْوُه ُن ْدَقَو اوٰبِّرلا ْمِىِذْخَاَو                       
 ًاباَذًع ْمُه ْ نِم َنِْيرِفٰكِْلل َانْدَتَْعاَو  اًمِْيَلا﴿۰۶۰﴾                                                                  
Artinya :“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh 
mereka telah dilarang darinya, dan karena memakan harta orang 
dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami sediakan untuk orang-
orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (161)72 
Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada kepada suatu 
tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa 
mengambil bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan 
fenomena dalam surah Ali-Imran ayat 130 :  
 ۤي َأ ٰا َنْيِذَّلا َاهُّي ٰۤبِّرلا اْوُلُكَْأَتلَ اْو ُنَم ٰض ُّم ًافاَعْضَا او ًةَفَع َّلَعَل َللهااْوُقَّ تاَو ْمُك
 َنْوُحِلْف ُت 
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu beruntung.”73 
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 Keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun 
jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir 
yang diturunkan menyangkut riba, yaitu firman Allah dalam surah 
Al-Baqarah ayat 278-279 : 
 َيَِقب اَم اْوُرَذَو َللها اْوُقَّ تااْو ُنَمٰا َنْيِذَّلا  ْنِا اوٰبِّرلا َنِم  َْيِنِمْؤ ُّم ْمُتْنُك                            ۤي َأ َاهُّي  
          ْنِاَو ِِولْوُسَرَو ِللها َن ِّم ٍبْرَِبِ اْو ُنَذَْأف ْوُلَعْف َت َّْلَّ ْنَِأف  ْمُكَل َف ْمُتْب ُت        ُسْوُءُر
 َنْوُمَلْظُت َلََو َنْوُمِلْظَت َلَ ْمُكِلاَوَْما                                                   
Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
beriman.”(278) “Maka jika kamu tidak mengerjakan 
(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari 
pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
menganiaya dan tidak pula dianiaya.”(279)74 
Riba dalam Al-Qur‟an dilihat dari segi munasabah-nya 
menunjukan beberapa karakter berikut. Pertama, riba menjadikan 
pelakunya kesetanan, tidak membedakan antara yang baik dan yang 
buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal 
dengan riba yang haram. Kedua, riba merupakan transaksi utang 
piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan 
dampak zhulm, ditandai dengan lipat ganda. Ketiga dalam sikap 
Al-Qur‟an yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, jual 
beli, zakat atau infak, maka diketahui bahwa riba mempunyai 
watak menjauhkan persaudraan bahkan menuju permusuhan. 
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b) Riba Dalam Hadis 
 َج ْنَع ِباا َّلَص ُللها ُلْوُسَر َنَعَل َلَاق ٍر َلِكآ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُلله  َابِّرل
 ٌءاَوَس ْمُى َلَاقَو ِوْيَدِىاَشَو ُوَِبتاََكو ُوَلِْكؤُمَو 
Artinya :“Dari Jabir ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang 
yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan dan 
dua orang yang menyaksikan”. Ia berkata: “mereka berstatus 
hukum sama” 
 َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها َّلَص ِّبَِّنا ِنَع ُوْنَع ُللها َيِضَر َةَر ْيَرُى بَِا ْنَع
 َّنُى اَمَو ِللها َلْوُسَرَاي اْوُلَاق ِتاَِقبْوُ
لما َعْب َّسلا اْو ُبِنَتْجا َقا ِّشلا َل ِللهِاب ُكْر
 ِّسلاَو ِح ُسَر َاي اوُلَاق ِتاَِقبْوُم ِسْف َّ نلا ُلْت َقَو ُر ْو َّنُى اَمَو ِللها َل َلَاق
 ِّسلاَو ِللهاِاب ُكْر ِّشلا ِح ُر ُلَْكاَو ِّقَْلْ ِاب َّلَِا ُللها َمَّرَح ِتَِّلا ِسْف َّ نلا ُلْت َقَو
 ِّلَّوَّ تَو ِمْيِتَيْلا ِلاَم ُلَْكاَو َابِّرلا ِتاَنَصْحُمْلا ُ ْذَقَو ِ ْحََّّلا َمْو َي 
 ِتَلَِفاَغْلا ِتاَنِمْؤُمْلا                                              
          
 Artinya :“Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu „anhu dari Nabi 
SAW bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. 
Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, apakah itu ? Beliau 
bersabda: “Syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan 
oleh Allah kecuali dengan haq, memakan Riba, makan harta anak 
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 yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang 
wanita mukmin yang suci berbuat zina”. (Bukhari) 
 
d. Alasan diharamkannya riba76 
Hanabillah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba 
adalah jenis dan ukuran, yakni takaran bagi barang-barang yang 
ditakar dan timbangan bagi barang yang dapat ditimbang.  
Syafi‟iyyah  berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba 
pada emas dan perak karena keduanya dari jenis nilai. Adapun pada 
empat barang selain pada emas dan perak , maka alasanya adalah 
karena ia adalah makanan, yaitu komoditi yang secara umum dimakan 
orang. Ini merupakan salah satu riwayat dikalangan Hanabillah. 
Malikiyyah berpendapat bahwa alasan diharamkannnya riba 
pada uang adalah masalah nilai, dan pada makanan adalah karena ia 
merupakan bahan pokok yang tersimpan, yakni menjadi kebutuhan 
pokok manusia dan dapat disimpan sampai waktu yang diinginkan.  
Riwayat  lain dikalangan Hanabillah menyatakan bahwa alasan 
diharamkannya selain pada emas dan perak adalah bahwa ia 
merupakan makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Maka tidak 
ada riba pada makanan yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat 
diitimbang.    
Dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dapat ditakar dan 
ditimbang, sedangkan rasanya dari jenis yang sama, maka dapat 
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 terjadi riba (jika tidak sama nilainya). Sesuatu yang tidak dapat 
ditakar, ditimbang, dirasakan, dan berbeda jenis, maka tidak ada riba 
padanya.  
e. Pendapat Ulama Tentang Riba 
a) Mazhab Hanifah 
Riba Fadhl menurut Imam Hanafiyah adalah jual-beli barang 
yang ditukar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti 
emas, perak, gandum, kurma, garam dan anggur kering. Dengan 
kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang 
telah disebut diatas, seperti gandum dengan gandum yang 
ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah 
satunya, maka terjadilah riba fadhl.  
Adapaun jual beli pada selain barang-barang yang ditimbang, 
seperti hewan, kayu, dan lain-lain tidak dikatakan riba meskipun 
ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing 
dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bisa 
ditimbang. 
Diantara hikmah diharamkannya riba adalah untuk 
menghilangkan tipu menipu diantara manusia dan juga 
menghindari kemudharatan. Ukuran riba fadhl pada makanan 
adalah setengah sha‟, sebab menurut golongan ini, itulah yang telah 
ditetapkan syara‟. Oleh karena itu, dibolehkan tambahan jika 
kurang dari setengah sha‟. 
 Riba nasi‟ah adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada 
pada riba  fadhl dan pembayaran diakhirkan. Riba seperti ini telah 
biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, seperti seseorang membeli 
dua kilogram beras pada bulan Januari dan akan dibayar dua 
setengah kilogram beras pada bulan Februari. Contoh riba nasi‟ah 
yang berlaku secara umum pada zaman sekarang adalah bunga 
bank. 
b) Mazhab Malikiyah  
Diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan 
perak adalah harga, sedangkan mengenai riba dalam makanan, 
mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi‟ah 
dan riba fadhl. Diharamkannya riba nasi‟ah dalam makanan adalah 
sekedar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik 
karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan 
pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur 
tersebut.  
Diharamkannya riba fadhl pada makanan adalah makanan 
tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan 
lama. Alasan ulama Malikiyah menetapkannya adalah diantara lain, 
apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan diantara manusia 
dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan 
yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, 
seperti gandum, padi, jagung, dan lainnya.  
 c) Mazhab Syafi‟i  
Riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang 
tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, 
walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga 
sesuatu. Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa 
dimakan dan memenuhi tiga kriteria berikut :  
1) Sesuatu yang biasa ditunjukan sebagai makanan atau makanan 
pokok; 
2) Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan 
makanan, seperti yang ditetapkan dalam nash adalah kurma, 
diqiyaskan padanya, seperti  tin dan anggur kering; 
3) Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan 
memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi‟iyah antara lain 
beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk 
menyehatkan badan termasuk pula obat untuk menyehatkan 
badan.  
Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan 
yang memenuhi kriteria diatas. Agar terhindar dari unsur riba 
menurut ulama syafi‟iyah, jual beli harus memenuhi kriteria : 
1) Dilakukan waktu akad, tidak mengaikan pembayarannya pada 
masa yang akan datang.  
2) Sama ukurannya 
3) Tumpang terima 
 Menurut ulama syafi‟iyah, jika makanan tersebut berbeda 
jenisnya, seperti menjual gandum dengan gandum, jagung dengan 
jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan 
pada hadis: 
 ِبَى َّذلاِاب ُبَى َّذَلا  ُر ْ يِع َّشلاَو ِّر ُبلِاب ُّر ُبلاَو ِة َّضِفلِاب ُة َّضِفلاَو
 َو ِرَمَّتلِاب ُرَمَّتلاَو ِْيِْع َّشلِاب اَذَِاف ٍدَِيب اًدَي ٍءاَوَسِب ٌءاَوَس ِحِْللمِاب ُحِْللما
 ٰى ْتَفَل َتْخا ٍدَِيب اًدَي َناَكاَذِا ْمُتْئِش َِ ْيَك اْوُع ْ يَِبف ُ اَنْصَلَْا ِهِذ  
                               
Artinya :“(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, 
gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, 
garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika dia 
sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima.” 
 
Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika 
asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual 
tepung gandum dengan tepung jagung. 
d) Mazhab Hambali 
Pada madzhab ini terdapat riwayat tentang riba, yang paling 
mashyur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, 
ulama Hambalilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang 
ditimbang dengan satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan 
apa yang dikemukakan oleh ulama Syafi‟iyah. Riwayat ketiga, 
selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang 
ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak 
dikategorikan riba walaupaun ada tambahan. Dengan demikian 
juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia.  
 e) Mazhab Zhahiri  
Menurut golongan ini, riba hanya bisa ditetapkan dengan nash 
saja, dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang 
telah ditetapkan pada hadist diatas, yaitu enam macam sebab 
golongan ini mengingkari qiyas.
77
    
f) Pandangan Abdul A‟la al Maududi 
Abdul A‟la al Maududi menjelaskan bahwa intitusi bunga 
merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Riba akan 
menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui 
pengaruhnya terhadap karakter manusia. Secara sosial, institusi riba 
merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan 
enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri 




g) Pandangan Imam ar- Razi  
Beberapa alasan yang dikemukakan Imam ar-Razi untuk 
mendukung larangan terhadap bunga :  
1). Merampas kekayaan orang lain. Dalam transaksi ini, satu rupiah 
ditukar dengan dua rupiah. Transaksi semacam ini 
mengakibatkan pinjaman berada dalam tekanan 
2). Merusak moralitas para peminjam akan sangat tega merampas 
apa saja yang dimiliki si peminjam untuk mengembalikan 
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 bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat dari pokok 
pinjaman. Dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 280 :  
   ٍةَرَسْيَم ٰلِٰا ٌةَرِظَن َف ٍةَرْسُع ْوُذ َناَك ْنِاَو 
Artinya :“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan maka 
berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan”. 
3).  Melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Bila perampasan 
harta si peminjam sudah dihalalkan, tidak mustahil akan timbul 
benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. 
Hal ini disebabkan karena si kaya tidak mungkin akan 
membantu kecuali dengan harga yang mahal. 
4).  Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Si kaya 
akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi. Sementara itu, 
karena biaya modal menjadi sangat mahal, si miskin tidak 
mampu meminjam dan tidak bisa berusaha. Akibatnya si miskin 
akan tertinggal jauh dibelakang dari si kaya.
79
 
h) Mazhab fiqiyyah 
1) Badr Ad Din Al Ayni menyatakan bahwa prinsip utama dalam 
dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba adalah 
penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas 
harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. 
2) Imam Sarakhsi dari mazdhab Hanafi berpendapat bahwa riba 
adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa 
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 adanya iwadh yang dibenarkan syari‟ah atas penambahan 
tersebut.  
3) Raghib Al Asfahani berpendapat riba adalah penambahan atas 
harta pokok. 
4) Imam An Nawawi dari madzhab syafi‟i menyatakan bahwa riba 
adalah penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu. 
5) Qatadah berpendapat bahwa riba jahiliyah adalah seseorang 
yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. 
Apabila telah datang saat pembayaran dan sipembeli tidak 
mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tanbahan atas 
penangguhan.  
6) Mujahid. “Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila 
telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar) si pembeli 
memberikan „tambahan‟ atas tambahan waktu.” 
7) Zaid bin Aslam berpendapat yang dimaksud dengan  riba 
jahiliyah yang berimplikasi pelipat gandaan sejalan dengan 
waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya, 
pada saat jatuh tempo ia berkata “ bayar sekarang atau tambah”.  
8) Ja‟far Ash Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT 
mengharamkan riba, beliau menjawab: “Supaya orang tidak 
berhenti berbuat kebajikan”. Karena ketika diperkenankan untuk 
mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat 
ma‟ruf lagi atas transaksi pinjam meminjam dan sejenisnya. 
 Padahal riba qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat 
dan kebajikan antar manusia. 
9) Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau 
menjawab: “Sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang 
memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan 
melunasi atau membayar lebih.  Jikalau tidak mampu melunasi, 
ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas 
penambahan waktu yang diberikan”.80 
f. Praktik Riba di Zaman Sekarang 
Di era globalisasi, kehidupan manusia terus berjalan 
menyesuaikan zaman dan kemajuan tekhnologi semakin pesat. Dalam 
kondisi ini mempengaruhi gaya kehidupan, seperti halnya dalam 
bermaksiat. Maka dari itu, kita sudah sepantasnya mengenali kondisi 
fenomena yang terjadi dikehidupan manusia modernisasi agar bisa 
mengambil hal yang positif dan menghindari hal-hal yang buruk serta 
tidak mudah terpengaruh oleh para penjajanya. Maka, perlu untuk 




Sebuah perwujudan riba nyatanya memiliki banyak varian. Dari 
mulai hadirnya produk perbankan yang berstatus konvensional 
maupun syari‟ah, tetap saja mereka tidak bisa terlepas dari masalah 
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 bunga. Walaupun pada dasarnya lembaga keuangan syari‟ah 
menerapkan hukum-hukum islam didalamnya, ternyata belum mampu 
mengatasi permasalahan bunga. Sehingga ketika berbicara mengenai 
riba, akan selalu terhubung dengan bunga bank.
82
 Di antara praktik-
praktik riba di masyarakat adalah di antaranya : 
a) Pegadaian 
Pegadaian ialah akad yang bersifat apa yang diberikan 
pegadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahim) yang tidak 
ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin adalah utang 
kepada rahin , bukan penukar atas barang yang diberikan.
83
  
Di antara bentuk riba yang merajalela di masyarakat ialah 
riba pegadaian. Sudah menjadi budaya diberbagai daerah dari pihak 
kreditur memanfaatkan barang gadai yang telah digadaikan 
kepadanya. Apabila gadai tersebut berupa ladang, maka kreditur 
mengelola ladang tersebut dan memanfaatkan hasilnya. Apabila 
gadai berupa kendaraan, maka kreditur berhak penuh atas 
kendaraan tersebut. Praktik semacam ini tidak diragukan lagi 
sebagai riba dikarenakan kreditur mendapatkan keuntungan dari 
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 b) Kartu Kredit 
Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan untuk 
penyelesaian transaksi ritel dengan sistem kredit. Dengan kartu ini, 
pengguna mendapatkan pinjaman uang yang dibayarkan kepada 
penjual barang atau jasa dari pihak penerbit kartu kredit. Sebagai 
konsekuensinya, penggunaan kartu kredit harus membayar tagihan 
dalam tempo waktu yang ditentukan dan apabila telat membayar, 
maka dia akan dikenai denda.  
Tidak diragukan ,bahwa praktik semacam ini adalah riba, 
karena penggunaan kartu kredit berarti berhutang, sehingga denda 
yang dibebankan atas setiap keterlambatan adalah riba.  
c) Tukar Tambah Emas 
Salah satu yang banyak ditemukan di masyarakat adalah tukar 
tambah emas. Emas lama ditukar dengan emas baru, tanpa ada 
esksekusi fisik terhadap uang hasil dari penjualan emas lama.  
Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan 
harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan 
harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya 
merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli 
mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang 
bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang 
lainnya juga kecil. Maka daya beli kebanyakan anggota masyarakat 
kecil pula. 
 3. Fatwa DSN-MUI Tentang Koperasi Dan Riba 
a. Fatwa DSN-MUI Tentang Koperasi/Akad Syirkah85  
Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah 
Mengingat:  
a) Firman Allah SWT:  
1) Q.S. Shad (38): 24: 
... َنْيِذَّلا َّلَِا,ٍضْع َب َلَع ْمُهُضْع َب ْيِغْبََيل ِءَاطَُلْلْا َنِم ًار ْ يِثَك َّنِاَوآ اْو ُنَم
...ْمُىاَم ٌلْيَِلقَو ِتَاِلْا َّصلا اْوُلِمَعَو         
“... Sungguh banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu 
berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah 
mereka ini...” 
 
2) Q.S. Al-Maidah (5):1: 
 ۤي َأ َاهُّي  ٰا َنْيِذَّلااْو ُنَم ...ِدْوُقُعْلِاب اْو ُفَْوا  
 “Hai orang-orang yang beriman ! penuhi akad-akad itu... 
 
b) Hadist Nabi SAW: 
 
 Hadist Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah: 
 َللها َّنِا  ُلْوُق َي َلٰاَع َتاَُهُُدَحا ْنَُيَ َْلَّ اَم ِْيَكِْير َّشلا ُثِلَاث َاَنا :  
اَمِهِنْي َب ْنِم ُتْجَرَخ ُوَبِحاَص َاُهُُدَحَا َناَخ اَذَِاف ,ُوَبِحاَص  
“Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 
bersyarikat selama salah satu pihak tidak menghianati pihak 
yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari 
mereka”.   
 
c) Taqrir Nabi terhadap kegiatan Musyarakah yang dilakukan oleh 
masyarakat pada saat itu. 
d) Ijma‟ ulama atas bolehnya Musyarakah. 
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 Menetapkan: Fatwa Akad Syirkah 
Pertama: Ketentuan Umum 
a) Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan 
kontribusi dana/modal usaha (ra‟s al-mal) dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara 
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak 
secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk 
syirkah anwal dan dikenal dengan nama syirkah al-inan.  
b) Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik 
berupa orang (syakhshiyah thabi‟iyah) maupun yang dipersamakan 
dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum (syakhshiyah i‟tibariah/ syakhshiyah hukmiyah). 
c)  Ra‟s al-mal adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang 
disatukan yang berasal dari para syarik. 
d) Syirkah anwal adalah syirkah yang ra‟s al-mal-nya berupa harta 
kekayaan dalam bentuk uang atau barang.  
e) Syirkah abdan/syirkah a‟mal adalah syirkah yang ra‟s al-mal-nya 
bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau 
keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan 
kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau 
proporsional. 
  
 Kedua: Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah 
Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk dibawah ini: 
a) Syirkah Mu‟aqqatah 
b) Syirkah da‟imah 
c) Musyarakah Mutanaqishah 
d) Syirkah anwal 
e) Syirkah „abdan/syirkah a‟mal 
f) Syirkah wujuh  
Ketiga: Ketentuan Shighat Akad 
a) Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami 
dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik). 
b) Akad syirksh boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 
perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Keempat: Ketentuan Para Pihak 
a) Syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi‟iyah) atau 
yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum (syakhshiyah i‟tibariah/syakhshiyah hukmiyah) 
berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku 
b)  Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c) Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal 
usaha (ra‟s al-mal) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha. 
 Kelima: Ketentuan Ra‟s Al-Mal  
a) Modal usaha syirkah wajib diserahterimakan, baik secara tunai 
maupun bertahap, sesuai kesepakatan.  
b) Modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (syirkah anwal), 
keahlian, keterampilan (syirkah „abdan), dan reputasi usaha/nama 
baik(syirkah wujuh). 
c) Modal syirkah anwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun 
boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang. 
d) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan taqwin al-
„urudh pada saat akad. 
e) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan 
jumlah/nilai nominalnya. 
f) Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra‟s al-mal wajib 
disepakati oleh syarik.  
g) Para syarik meyertakan ra‟s al-mal berupa mata uang yang 
berbeda, wajib konveksi ke dalam mata uang yang disepakati 
sebagai ra‟s al-mal pada saat akad. 
h) Ra‟s al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang. 
Keenam: Ketentuan Nisbah Bagi Hasil 
a) Sistem metode pembagian keuntungan harus disepakati dan 
dinyatakan secara jelas dalam akad. 
b) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau 
dalam bentuk nisbah-kesepakatan. 
 c) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka 
persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk 
angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam 
bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. 
d) Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh 
menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan 
hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu. 
e) Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah 
(berjenjang).  
f) Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan. 
Ketujuh: Ketentuan Kegiatan Usaha 
a) Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah  harus atas nama 
entitas syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri. 
c) Para Syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan , 
menyumbangkan, atau menghadiahkan ra‟s al-mal dan keuntungan 
kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra. 
d) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha Syarik, tidak boleh 
melakukan perbuatan yang termasuk at-ta‟addi, at-taqshir, dan 
atau mukhalafat asy-syuruth. 
 Kedelapan: Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (Al-
Khasarah) Dan Pembagiannya 
a) Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah. 
b) Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan 
nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada 
sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan diawal yang 
ditetapkan hanya untuk syarik tertentu. 
c) Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan 
kepadanya. 
d) Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat 
berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam 
akad. 
e) Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para 
syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang 
disertakannya.  
f) Dalam syirkah „abdan dan syirkah wujuh wajib dicantumkan 
komitmen para syarik untuk menanggung risiko/kerugian dalam 
porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil 
yang berbentuk nisbah-kesepakatan. 
 
 Kesembilan: Ketentuan Aktivitas Dan Produk 
a) Jika akad syirkah direlisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka 
berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa 
DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah. 
b) Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan 
rekening koran syariah maka berlaku dhawabith dan hudud 
sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-
MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah 
Musyarakah. 
c) Jika syirkah direalisasikan dalam bentuk musyarakah 
mutanaqishah maka belaku dhawabith dan hudud sebagaimana 
terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 
tentang Musyarakah Mutanaqishah. 
d) Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan 
sindikasi fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSNMUI/IV/2014 tentang 
Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma‟). 
Kesepuluh: Ketentuan Penutup 
a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannnya atau jika 
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan 
syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
 b) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib 
terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. 
c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
Fatwa Dsn-Mui Tentang Riba 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Dalam keputusan ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 
tentang bunga:  
Pertama, Pengertian Bunga dan Riba: 
a) Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam 
uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa 
mempertimbangkan pemanfaatan /hasil pokok tersebut, bedasarkan 
tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada 
umumnya bedasarkan persentase. 
b) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena 
penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, 
dan inilah yang disebut riba nasi‟ah. 
Kedua, Hukum Bunga (interest) 
a) Praktik pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang 
terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ya ini riba Nasi‟ah. Dengan 
praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan 
riba haram hukumnya. 
 b) Praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik 
dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, 
dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
86
 
B. Tinjauan Pustaka 
Tunjauan pustaka adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran 
tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis atau 
suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Masalah 
mengenai bagi hasil sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya 
dan khususnya bagi anggota koperasi yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha. 
Namun masih ada permasalahan disetiap transaksinya. Ada beberapa 
tilisan hasil rekan-rekan studi Muamalah Fakultas Syariah mengenai bagi 
hasil adalah sebagai berikut: 
Pertama, Ardiyansyah Aristama, jurusan Muamalah Fakultas 
Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara 
Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi Pada Gojek Shelter 
Kemiling, Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang 
bagaimana sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis 
online, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil tersebut. 
Kedua, Anis Juliana Sari, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 berjudul 
“Tinjauan Hukum Sialam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerja Sama 
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 Supir Utama Dengan Supir Pengganti (Studi Pada Angkutan Kota di 
Terminal Raja Basa Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang 
bagaimana sistem bagi hasil atas kerja sama supir utama dengan supir 
pengganti dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil 
tersebut. 
Ketiga, Oxsha Julian, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang 
Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam 
Sejahtera)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem peminjam 
uang bagi yang bukan anggota koperasi dan bagaimana tinjauan hukum 
Islam tentang larangan peminjaman uang bagi yang bukan anggota 
koperasi.  
Dari tinjauan hasil penelitian terdahulu ternyata penelitian tentang 
bagi hasil ditinjau dari fiqh muamalah yang dilakukan koperasi belum ada 
yang spesifik mengkajinya sehingga hasil dari penelitian terdahulu belum 
terfokus pada pembagian dan penjelasan tentang sisa hasil usaha itu, untuk 






 BAB III 
PENYAJIAN DATA PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari,  
Desa iHanura, iKecamatan iTeluk iPandan, iKabupaten iPesawaran 
a) Sejarah iSingkat iTerbentuknya iKPRI iMina iBahari 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari Desa Hanura, 
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan Badan iHukum 
Nomor 33/BH/KD.7.1/VII/2000, Akta Perubahan 1 Nomor: 
12/PAD/BH/X.II/PPKPM/VII/2008, Akta Perubahan II Nomor: 
03/Tanggal 08 Mei 2012, Akta Perubahan III Nomor: 108 Tanggal 29 
September 2015, didirikan pada 1 Agustus tahun 2000. Bermula dari 
Pegawai Balai Besar Perikanan yang dalam musyawarah dianggap perlu 
untuk mendirikan atau membentuk suatu badan usaha bersama, maka 
badan usaha tersebut diberi nama KPRI Mina Bahari yang berada di Jl. 
Yos Sudarso, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten 
Pesawaran.  
Koperasi Mina Bahari berdiri dibawah naungan Balai Besar 
Perikanan Budidaya Laut Lampung dan hanya peruntukan kepada 
pegawai yang bekerja di balai perikanan budidaya laut saja. Pada saat itu 
koperasi Mina  Bahari belum beroperasi dengan baik bahkan belum 
diadakan Rapat Angota Tahunan. Adanya Rapat Anggota Tahunan 
 setelah digantinya kepengurusan Koperasi Mina Bahari Pada tanggal 25 
Maret 2008 sampai sekarang.
87
 
Koperasi Mina Bahari sendiri dibentuk untuk pegawai yang bekerja 
di Balai Besar Perikanan saja. Ketika pegawai tersebut telah habis masa 
jabatannya (pensiun) atau telah habis masa kontraknya maka anggota 
tersebut tidak diperbolehkan lagi menjadi anggota koperasi.
88
 Bentuk 
kompensasi yang diberikan kepada anggota koperasi adalah dengan 
pembagian hasil usaha dalam bentuk uang maupun barang dengan 
otomatis masuk ke dalam simpanan sukarela. Kompensasi tersebut 
merupakan bonus yang diberikan koperasi kepada aggotanya secara 
cuma-cuma, koperasi Mina Bahari juga menyediakan santunan (termasuk 




b) Visi dan Misi Koperasi Mina Bahari 
Adapun Visi KPRI Mina Bahari dalam melaksanakan 
operasionalnya adalah :  
“Menciptakan kebersamaan dan transparansi untuk mencapai 
koperasi yang bermanfaat bagi anggotanya”. 
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Wawancara idengan iYuwana iPuja, iKetua iPengurus iKoperasi ipada itanggal i23 




Wawancara idengan iJuliansari iDewi, iBendahara iPengurus iKoperasi ipada itanggal 
i23 iApril i2019 idi ikantor ikoperasi iMina iBahari. 
 Adapun Misi KPRI Mina Bahari adalah : “Mencapai kesejahteraan 
bersama dalam kekeluargaan yang disepakati dengan musyawarah”.90 
c) Struktur Organisasi Koperasi Mina Bahari 
a. Struktur Organisasi  
Struktur Organisasi adalah suatu bagian atau pola hubungan 
kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas suatu kelompok 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
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 Strukturorganisasi juga mencerminkan tugas, tanggung jawab 
dan wewenang pada bidangnya masing-masing yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut :  
1) Rapat Anggota Tahunan 
Rapat anggota tahunan merupakan alat perlengkapan 
organisasi yang memiliki kekuatan tertinggi dalam koperasi. Rapat 
anggota tahunan ini diselenggarakan minimal satu tahun sekali 
sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota 
koperasi. 
2) Pengurus 
Pengurus adalah perwakilan dari anggota yang bertangung 
jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan 
usahanya. Pengurus bertugas untuk: 
a) Mengelola ikoperasi idan iusahanya; 
b) Menyelenggarakan irapat ianggota; 
c) Memelihara ibuku idaftar ianggota idan ipengurus; 
d) Mengajukan ilaporan ikeuangan idan ipertanggung ijawaban 
pelaksanaan itugas. 
Pengurus iberwenang iuntuk i: 
a) Memutuskan ipenerimaan idan ipenolakan ianggota ibaru serta 
pemberhentian ianggota isesuai idengan iketentuan ianggaran 
dasar; 
 b) Melakukan itindakan idan iupaya ibagi ikepentingan idan 
kemanfaatan ikoperasi isesuai idengan itanggung ijawabnya dan 
keputusan irapat ianggota. Dalam hal ini pengurus Koperasi 
Mina Bahari (lihat halaman 59).     
3) Badan Pengawas 
Diperlukan suatu badan yang diberi wewenang untuk 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang 
mengelolaan koperasis upaya dapat berjalan dengan semestinya. 
Dalam hal ini, badan pengawas dari koperasi Mina Bahari (lihat 
halaman 59).   
b. Bidang Usaha Koperasi  
1) Unit Usaha Simpan Pinjam (Simpin) 
Simpan Pinjam adalah kegiatan usaha menerima simpanan 
dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan 
bunga yang serendah-rendahnya.
91
 Dalam kegiatan kredit pada 
anggota yang membutuhkan dengan ketentuan sebagai berikut :  
a) Pemberian kredit maksimal Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta 
rupiah), disesuaikan dengan jenis kebutuhan anggota, dana yang 
tersedia dan sisa gaji/honor yang diterima anggota; 
b)  Masa pengembalian kredit maksimal 24 bulan dan 12 bulan bagi 
tenaga non PNS; 
c)  Setiap peminjam dikenakan jasa 1.0% per bulan; 
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Hendrojogi, Koperasi Azaz-Azaz, Teori dan Praktik..., h.200. 
 d)  Peminjam langsung dikenakan pemotongan gaji;  
e) Setiap peminjam langsung dikenakan potongan sebesar 1.0% 
dari besar pinjaman pada saat pencairan untuk Simpanan Wajib 
Khusus; 
f) Peminjam mengisi formulir permohonan yang diketahui oleh 
ketua koperasi 
g) Membuat laporan  bulanan. 
2) Kegiatan Waserda  
a) Mencukupi kebutuhan pokok karyawan sesuai kemampuan 
koperasi Mina bahari ; 
b) Mengusahakan penekanan harga lebih murah atau minimal sama 
dengan harga pasaran; 
c) Pemberian bon waserda maksimal 1.000.000, apabila dalam 3 
bulan berturut-turut belum dilunasi maka dilakukan pemotongan 
gaji/honor disesuaikan dengan sisa gaji/honor; 
d) Membuat laporan bulanan. 
3) Unit Usaha Hatchery 
a) Diversifikasi jenis benih yang diproduksi, sehingga menambah 
pendapatan; 
b) Mendatangkan telur dari tempat lain, atau penggelondongan 
kerapu hibrid; 
c) Meningkatkan kualitas benih hasil produksi 
d) Membuat laporan bulanan dengan rinci. 
 4) Unit Usaha Sarana Prasarana Budidaya Ikan :  
a) Menyediakan pakan buatan pembenihan dan pembesaran ikan 
laut; 
b) Menyediakan sarana /peralatan kerja budidaya laut. 
5) Unit Usaha-Usaha Lain : 
a)  Membantu mencukupi kebutuhan anggota yang belum tersedia di 
waserda dan belum terakomodir di unit kegiatan simpan pinjam 
baik berupa barang atau uang; 
b)  Mengusahakan kebutuhan perabotan rumah tangga anggota dan 
kebutuhan kegiatan pelatihan, magang, PKL yang dilakukan oleh 
Balai Budidaya Perikanan; 
c)  Mencukupi kebutuhan lainnya untuk instansi pemerintah 
maupun swasta; 
d) Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 24 bulan; 
e)  Setiap peminjam dikenakan jasa 1.0% perbulan; 
f) Pemohon mengisi formulir ysng diketahui oleh ketua; 
g)  Membuat laporan.  
6) Simpanan Anggota  
a)  Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan 
oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu, simpanan  
wajib anggota pada koperasi Mina Bahari sebesar Rp. 
100.000/bulan untuk semua anggota; 
 b)  Simpanan Pokok  adalah fungsi dari koperasi untuk unit usaha 
sinpan pinjam, simpanan pokok dan Wajib akan dipotong  
gaji/honor; 
c)  Memotifasi anggota untuk melakukan simpanan sukarela. 
7) Dana Simpanan 
a)  Periode penyimpanan Januari sampai Desember (SHU dapat 
diperhitungkan tahun berjalan); 
b)  Bagi anggota yang menyimpan uang di Koperasi Mina Bahari 
akan diberikan jasa mengikuti SHU yang diterima pata tahun 
berjalan; 
c)  Batas minimal penyimpanan (Rp. 500.000,-); 
d)  Pengambilan dana simpanan dapat dilakukan dengan konfirmasi 1 
bulan sebelumya, apabila pengambilan uang simpanan sebelum 
31 desember tahun berjalan, maka SHU tidak diperhitungkan ; 
e)  Perhitungan SHU didasarkan pada persentase pada SHU 
simpanan. 
8) Bidang Pendidikan 
Mengusahakan peningkatan pengetahuan anggota, pengurus, 
dan badan pengawas secara bertahap dengan cara mengikutsertakan 
latihan/kursus kilat yang dilaksanakan oleh kantor koperasi dan 
penanaman modal serta konsultasi dengan pembina koperasi 
Pesawaran dan lain-lain. 
9) Bidang Sosial 
 Dalam hal ini, kegiatan bidang sosial koperasi mina bahari 
meliputi :  
a) Memberikan bantuan dana sosial kepada anggota yang sakit 
dengan ketentuan anggota tersebut dirawat dirawat dirumah sakit 
sebesar Rp. 500.000,-. Bantuan tersebut hanya diberikan satu kali 
dalam tahun buku tersebut; 
b) Memberikan bantuan melahirkan bagi anggota atau istri anggota 
sebesar Rp. 300.000,- bantuan dibatasi sampai dua kali 
melahirkan; 
c) Memberikan sumbangan kepada keluarga (anak, istri atau suami) 
yang meninggal sebesar Rp. 500.000,-; 
d) Anggota yang meninggal diberikan sumbangan sebesar Rp. 
1.000.000,-  
e) Kepada pegawai yang pindah/mutasi diberikan tali asih yang 
besarnya disesuaikan lamanya menjadi anggota koperasi dengan 
perhitungan Rp. 1.000.000 x lamanya menjadi anggota koperasi; 
f) Semua ketentuan diatas berlaku apabila dana sosial di koperasi 
Mina Bahari masih tersedia.  
B. Praktik Pembagian0Sisa Hasil0Usaha Pada0Koperasi Mina Bahari  
Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh 
dalam satu tahun buku setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada 
anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing 
anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan 




Setelah laporan keuangan koperasi Mina Bahari dari laporan seluruh 
unit usaha, selanjutnya pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha 
diputuskan oleh para anggotanya melalui Rapat AnggotaTahunan. Adapun 
perincian persentase perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi Mina Bahari 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 4. Perincian persentase perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Mina Bahari 
 
No. URAIAN % 
1. Dana Cadangan Koperasi 10% 
2. Untuk Anggota Menurut Perbandingan 
Simpanannya 
30% 
3. Untuk Anggota Menurut Transaksi Waserda 10% 
4. Untuk Anggota Menurut Jasa Simpanannya 20% 
5. Untuk Dana Pengurus 10% 
6. Untuk Dana Pendidikan Koperasi  10% 
7. Untuk Dana Sosial 10% 
*Sumber data: laporan perhitungan SHU Tahun buku 2018. 
Jadi, laporan keungan koperasi Mina Bahari akan dikonsilidasikan 
terlebih dahulu dengan laporan keuangan unit usaha lainnya yang ada 
dikoperasi Mina Bahari. Dari itulah keuntungan seluruh unit usaha koperasi 
Mina Bahari yang disatukan menjadi SHU untuk diputuskan dibagi atau 
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 Rincian beban operasional KPRI Mina Bahari per 31 Desember 2018: 
1. Penjualan Barang dan Jasa 
a. Penjualan barang waserda   693.283.888,00 
b. Jasa simpan pinjam       325.380.000,00 
c. Penjualan barang usaha lain-lain      828.735.000,00 
d. Penjualan benih hatchery kerapu      166.050.000,00 
           + 
         2.013.448.888,00 
2. Biaya Organisasi  
a. Biaya RAT        10.000.000,00 
b. Honor pengurus                        18.000.000,00 
c. Rapat pengurus                  3.000.000,00 
d. Administrasi        15.000.000,00 
e. Transportasi                 84.000,00 
           + 
    46.084.000,00 
3. Biaya Beban Usaha 
a. Upah/THR karyawan Waserda           23.935.500,00 
b. Adm usaha dan lain-lain             11.875.000,00 
           + 
    35.810.500,00 
4. Biaya administrasi dan umum 
a. Pembuatan kalender           1.500.000,00 
b. Voucher belanja waserda (Idul Fitri)            59.650.220,00 
c. Kaos anggota Miba         14.000.000,00 
d. Pajak tahun 2018               20.000.000,00 
           + 
     95.150,220,00 
 
  Perhitungan Sisa Hasil Usaha KPRI Mina Bahari per 31 Desember 
2018: 
1. Penjualan Barang dan Jasa 
a. Penjualan barang waserda      693.283.888,00 
b. Jasa simpan pinjam                  325.380.000,00 
c. Penjualan barang usaha lain-lain         828.735.000,00 
d. Penjualan benih hatchery kerapu         166.050.000,00 
           + 
2.013.448.888,00 
2. Harga Pokok Penjualan 
a. Harga pokok penjualan barang waserda                601.886.338,00 
b. Harga pokok penjualan barang usaha lain    261.000.000,00 
c. Penjualan benih hatchery kerapu              60.699.800,00
  
              + 
1.595.201.138,00 
 
3. Pendapatan Hasil Usaha Kotor (1-2)     418.247.750,00
      
a. Beban jasa pelunasan  
b.  Beban jasa pelunasan simpan pinjam           30.018.033,00 
c.  Beban jasa pelunasan usaha lain                3.899.531,00 
              + 
                                                                                                     33.917.564,00 
 
4. Pendapatan hasil usaha (3-4)      384.330.186,00 
5. Pendapatan dari jasa usaha lainnya                 1.452.000,00 
           + 
6. Total Pendapatan Usaha (5+6)                          385.782.186,00 
7. Beban operasional 
a. Biaya organisasi                46.084.000,00 
 b. Biaya beban usaha          35.810.500,00 
c. Biaya administrasi dan umum                    95.150.220,00 
                       + 
  Jumlah beban operasional                                          177.044.720,00 
 
Adapun perhitungan SHU bedasarkan transaksi, pinjaman dan 
simpanan sebagai berikut : 
Tabel 5. Perhitungan SHU berdasarkan transaksi, Jasa pinjam dan simpanan 







1. Harno 951.000,00 (10%) = 
95.100,00 
- 11.675.747 (30%) 
 = 3.502.724,10 
3.597.824,10 
2. Kurnia 2.376.950 (10%) 














4. Hidayat  200.000,00  















































*Sumber Data: Perhitungan SHU Tahun Buku Berdasarkan Transaksi, Jasa Pinjam dan Simpanan 
 
 Dari tabel diatas menegaskan bahwa, besarnya Sisa Hasil Usaha yang 
didapat dari masing-masing anggota tidak sama dan tidak dihitung hanya 
dari besarnya simpanan anggota, melainkan dihitung dari jumlah jasa pada 






















Setelah data terkumpul kemudian diadakan pengolahan data maka 
langkah selanjutnya menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk 
menjawab permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
A. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mina Bahari. 
Koperasi Mina Bahari memiliki unit usaha antara lain, unit usaha 
waserda, unit usaha simpan pinjam, unit usaha hatchery, dan unit usaha lain 
dengan mencukupi kebutuhan anggota yang belum tersedia di unit usaha 
waserda dan belum terakomodir di unit usaha simpan pinjam baik berupa 
barang atau uang. 
Hasil wawancara dengan ketua koperasi Mina Bahari bapak Yuwana 
Puja pada tanggal 23 April 2019, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, 
Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang 
menjelaskan bagaimana praktik pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi 
Mina Bahari yaitu, untuk dana cadangan 10%, untuk anggota menurut 
perbandingan transaksi simpanan 30%, untuk anggota menurut transaksi 
waserda 10%, untuk anggota menurut jasa simpanannya 20%, untuk dana 
pengurus 10%, untuk dana sosial 10%, dan untuk dana pendidikan koperasi 
10%. i 
Pada koperasi Mina Bahari Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 
Pesawaran persentase transaksi semua anggota tidaklah sama. Anggota 
 koperasi Mina bahari terbagi menjadi dua jenis. Yaitu, anggota yang banyak 
bertransaksi pada unit usaha waserda, unit usaha simpan pinjam, unit usaha 
hatchery, dan unit usaha lain, anggota tersebut di katakaan anggota aktif. 
Begitu sebaliknya, anngota yang hanya bertransaksi pada unit usaha 
waserda, unit usaha Hatchery dan unit usaha lain tanpa bertransaksi pada 
unit usaha simpan pinjam, maka anggota tersebut dapat diakatakan anggota 
pasif. Namun aktif dan pasif nya anggota tidak menjadi halangan anggota 
untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha. 
B. Tinjauan iHukum iIslam iTentang iPembagian iSisa iHasil iUsaha 
iPada iKoperasi iMina iBahari. 
Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara 
menyeluruh dalam bidang aqidah, akhlak dan muamalah. Ajaran Islam 
merupakan satu sistem yang komprehensif dan umat Islam harus 
merealisasikan ajaran Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan termasuk 
dibidang ekonomi. 
Bentuk bermuamalah yang terjadi pada pembagian Sisa Hasil Usaha 
pada koperasi Mina Bahari Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran 
didalam teorinya disebut Musyarakah, yang mana akad kerjasama yang 
terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk 
menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu 
kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, dan 
kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.  
 Adapun pengertian iakad iMusyarakah imenurut ipara iulama adalah 
sebagai iberikut i: i 
1. Syirkah yaitu suatu kesepakatan antara orang yang berserikat mengenai 
modal dan keuntungan. (Ulama Hanafiyah) 
2. Syirkah menurut syara‟ yaitu suatu perjanjian terhadap tetapnya hak atas 
suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. (Ulama 
Syafi‟iyah) 
3. Syirkah adalah orang yang berserikat untuk mengelola harta dari 
keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya. (Ulama Malikiyah) 
4. Syirkah yaitu, perkumpulan yang bersifat kerja sama bersama-sama atas 
kepemilikan hak dan pemakaian harta. (Ulama Hanabilah) 
Adapun rukun dan syarat akad Musyarakah, antara lain: 
1. Rukun iakad iMusyarakah93: 
a. Ijab-kabul (sighah) yaitu kerja sama antara kedua belah pihak yang 
bertransaksi. 
b. Dua pihak yang berakad („aqidani) dan memiliki kecakapan 
mengelola harta. 
c. Objek akad yang disebut ijuga ma‟qud ialaihi, yang mencangkup 
modal atau pekerjaan. 
d. Nisbah bagi hasil 
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 2. Syarat Musyarakah94  
a. Sesuatu yang berkaitan dengan bentuk syirkah baik dengan harta 
maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: 
1) Yang berkaitan dengan benda yang diakadkan adalah  harus dapat 
diterima sebagai perwakilan. 
2) Yang berkaitan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan 
yang jelas dan diketahui orang yang bersyirkah.  
b. Sesuatu yang berkaitan dengan syirka mal (harta) dalam hal ini 
terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. 
1) Bahwa modal yang dijadikan obyek akad syirkah adalah idari alat 
pembayaran. 
2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah 
dilakukan. 
Praktik ipembagian iSisa iHasil iusaha ipada ikoperasi iMina iBahari 
adalah isuatu ikerjasa isama iSyirkah iAl-Inan, idimana iterjadi ikerjasama 
antara idua ipihak iatau ilebih idengan isetiap ipihak imemberikan isuatu 
porsi idari ikeseluruhan idana idan iberpartisipasi idalam ikerja. iKedua 
pihak iberbagi idalam ikeuntungan idan ikerugianisebagaimana kesepakatan 
antara imereka. iAkan itetapi iporsi imasing-masing ipihak ibaik idalam 
dana imaupun ibagi ihasil, itidak iharus isama idan itetap isesuai idengan 
kesepakatan imereka. i 
                                                             
94
Ibid. i 
 Az-Zuhri imenyatakan ibahwa isyirkah i„inan iadalah ijika imasing 
masing idari idua iorang iyang iberserikat imengeluarkan ibeberapa idinar 
atau idirham ikemudian imenggabungkannya. iAdapun isyirkah i„inan 
secara iterminologis iterdapat iperbedaan idedefinisi iyang idikemukakan 
oleh iulama imadzhab ifiqh. iAkan itetapi, idefinisi iyang irelevan idan 
representatif adalah i“transaksi yang iberisikan pekerja iusaha yang masing-
masing pengusaha itersebut memiliki isaham dengan  memberikan sejumlah 
kebebasan untuk iberdagang dengan itujuan mendapatkan bagian dari 
keuntungannya. 
Persentase itransaksi isemua ianggota itidaklah isama. iAnggota 
koperasi iMina ibahari iterbagi imenjadi idua ijenis. iYaitu, ianggota iyang 
banyak ibertransaksi ipada iunit iusaha iwaserda, iunit iusaha isimpan 
pinjam, iunit iusaha ihatchery, idan iunit iusaha ilain, ianggota itersebut 
dikatakaan ianggota iaktif. iBegitu isebaliknya, iagngota iyang ihanya 
bertransaksi ipada iunit iusaha iwaserda, iunit iusaha iHatchery idan iunit 
usaha ilain itanpa ibertransaksi ipada iunit iusaha isimpan ipinjam, imaka 
anggota itersebut idapat idiakatakanianggota ipasif. iNamun iaktif idan pasif 
nya ianggota itidak imenjadi ihalangan ianggota iuntuk imendapatkan iSisa 
Hasil iUsaha i(SHU).  i i i i 
Berdasarkan ipenelitian, ipenulis imenganalisa ibahwa Pembagian sisa 
hasil usaha pada koperasi Mina Bahari berdasarkan masing-nasing unit 
usaha adalah sebagai berikut:  
 Pertama, pembagian sisa hasil usaha yang diambil dari unit usaha 
waserda dimana setiap anggota mendapatkan 10% dihitung dari persentase 
belanja anggota selama satu tahun buku disebut hibah. Hibah disebut juga 
hadiah atau pemberian. Dalam istilah syara‟, hibah berarti memberikan 
sesuatu pada orang lain selagi masih hidup.  Hibah disyariatkan dan 
dihukumi sunah dalah Islam berdasarkan Al-Quran, sunah dan ijma‟ 
sebagaimana dalam firman Allah: 
... ... ِناَوْدُعْلاَو ِْثْ ِْلْا ىَلَع اْو ُنَواَع َتَلََو ىٰوْق َّ تلاَو ِّبِْلا ىَلَع اْو ُنَواَع َتَو    
Artinya :“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan 
janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. 
al-Maidah : 2)
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 َا ِلْب َق ْنِم ْمُك َٰن ْقَزَر ا َّم ْنِم اْوُقِفَْناَو ْن َّي ْأ...ُتْوَمْلا ُمُُكدَحَا َتِ  
Artinya: “Dan infakkanlah dari apa yang telah kami berikan  
kepadamu0sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara 
kamu.”(Q.S. Al-Munafiqun: 10). 
Ayat diatas dapat dipahami adanya anjuran kepada sesama manusia 
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Andi Subarkah, et. al.  Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Syamil Quran, 2012), h. 
106. 
 Kedua, pembagian sisa hasil usaha koperasi Mina Bahari pada unit 
usaha simpanan dengan perhitungan sisa hasil usahanya yang diambil 30% 
berdasarkan transakasi anggota selama satu tahun buku. Dalam muamalah 
disebut akad syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih 
dimana dalam penyertaan modal tidak diharuskan sama dan dengan 
pembagian keuntungan, pekerjaan dibagi sesuai modal dan kerugian 
ditanggung bersama berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal. 
Allah berfirman dalam Q.S. Sad: 24: 
 ِغْبََيل ِءَاطَُلْلْا َن ِّم ًار ْ يِثَك ْنِاَو َنْيِذَّلا َّلَِا ٍضْع َب ىٰلَع ْمُهُضْع َب ْي اْو ُنَمٰا  ُلِمَعَو اْو
لا ِتٰحِل ّٰص  ْمُىا َّم ٌلْيَِلقَو   
                    
Artinya:”Dan banyak orang-orang yang benrsekutu itu berbuat zalim 
kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan”.  
Ketiga, pembagian sisa hasil usaha koperasi Mina Bahari pada unit 
usaha pinjaman dengan perhitungan sisa hasil usahanya yang diambil 20% 
berdasarkan transakasi anggota selama satu tahun buku. Dimana pada 
pembayaran dari unit usaha pinjaman, setiap anggota dikenai jasa sebesar 
1% disetiap pembayarannya. Dengan hal ini Allah berfirman dalam Q.S. 
Ali-Imran ayat 130:  
 ۤي َأ ٰا َنْيِذَّلا َاهُّي َم ٰۤبِّرلا اْوُلُكَْأَتلَ اْو ُن ٰض ُّم ًافاَعْضَا او ًةَفَع َّلَعَل َللهااْوُقَّ تاَو ُك ْم  َنْوُحِلْف ُت   
 Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. (Q.S. Ali-Imran: 130). 
Pembagian sisa hasil usaha pada unit usaha pinjaman yang kenai jasa 
1% pada setiap pembayarannya apabila dilihat dari utang yang ada 
tambahan disetiap pembayarannya dan bersifat memberatkan maka 
dianggap riba. Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat Akan tetapi, hasil 
dari wawancara penulis kepada angota-anggota koperasi bahwa mereka 
tidak merasa diberatkan dan bahkan meraasa ditolong dengan adanya unit 
usaha tersebut yang pada akhirnya jasa 1% yang mereka bayar kembali 
kepada anggota pada saat pembagian sisa hasil usaha. 
Berdasarkan penelitian, penulis menganalisa bahwa koperasi Mina 
Bahari pada pembagian sisa hasil usahanya secara konvensional telah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman 
Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dimana komponen 
perhitungan sisa hasil usahanya antara lain, pendapatan operasional utama, 
pendapatanioperasional lainnya, sisa hasil usaha kotor, beban ioperasional, 
danibebanipajak. i 
Kemudian, ditinjau dari segi akad, praktik pembagian sisa hasil usaha 
pada Koperasi Mina Bahari, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten 
Pesawaran telahimemenuhi rukun dan syarat dari akad musyarakah. Hal ini 
dapat dilihat dari praktik pembagian sisa hasil usaha pada koperasi Mina 
Bahari dalam jasa pinjaman dikenakan sebesar 1% idi. Pembagian Sisa 
 Hasil Usaha (SHU) pada koperasi Mina Bahari bedasarkan praktik bagi 
hasil telah sesuai dengan akad syirkah al-inan, dikarenakan dari penanaman 
modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan persentase dari transaksi 
masing-masing anggota pada penjualan produk koperasi tidak sama. Akan 
tetapi, pada penjualan produk usaha lain yaitu produk simpin (Simpan 
pinjam) pada koperasi Mina Bahari masih menggunakan jasa pinjaman 1% 
pada setiap pembayarannya, mengenai hal ini adanya perbedaan pendapat 
para ulama ada yang mengatakan bunga adalah riba namun ada juga yang 
mengatakan itu bukan riba. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada 
anggota-anggota koperasi yang menggunakan jasa pinjam, anggota tidak 
merasa diberatkan dengan adanya jasa pinjam 1% bahkan anggota merasa 
tertolong. Dalam hal ini penulis memilih jasa pinjam 1% bukan termasuk 
bunga dikarenakan jasa tersebut sudah disepakati semua anggota Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk 









 BAB V 
PENUTUP 
Bedasarkan0uraian yang0telah dipaparkan0dibab sebelumnya, maka 
dapat0diambil beberapa0kesimpulan dan0saran antara lain:  
A. Kesimpulan 
1. Pembagian sisa hasil usaha pada koperasi Mina bahwa besarnya 
keuntungan yang didapat oleh masing-masing anggota tidak sama dan 
tidak dihitung hanya dari besarnya simpanan anggota, melainkan 
dihitung dari jumlah jasa pada transaksi  atau modal masing-masing yang 
dilakukan anggota. 
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi Mina Bahari 
bedasarkan praktik bagi hasil telah sesuai dengan akad syirkah al-inan, 
dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan 
persentase dari transaksi masing-masing anggota pada penjualan produk 
koperasi tidak sama. Akan tetapi, pada penjualan produk usaha lain yaitu 
produk simpin (Simpan pinjam) pada koperasi Mina Bahari masih 
menggunakan jasa pinjaman 1% pada setiap pembayarannya, mengenai 
hal ini adanya perbedaan pendapat para ulama ada yang mengatakan 
bunga adalah riba namun ada juga yang mengatakan itu bukan riba. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada anggota-anngota koperasi 
yang menggunakan jasa pinjam, anggota tidak merasa diberatkan dengan 
adanya jasa pinjam 1% bahkan anggota merasa tertolong. Dalam hal ini 
penulis memilih jasa pinjam 1% bukan termasuk bunga dikarenakan jasa 
 tersebut sudah disepakati semua anggota Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, 
Kabupaten Pesawaran.      
B. Saran  
1. Bagi pengurus koperasi Mina Bahari  lebih mempertegas fungsi, tujuan 
dan benar-benar menajalankan tugas dengan amanah, supaya kedepannya 
unit-unit usaha dari koperasi Mina Bahari lebih menjamin mutu, kualitas 
dan kesejahteraan ekonomi para anggota. 
2. Kepada para anggota agar memahami dengan sebaik-baiknya terhadap 
cara pembagian sisa hasil usaha pada koperasi Mina Bahari yang telah 
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